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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JPAR 
NOMOR TAUN 2000 

ENTANG 

PEDOMAN SSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.J 
PEMERINTAH DESA 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAH ES 

BUPATI JEPARA 

a bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
emerintahan pesa agar Iebih terarah, 
bordayaguta dan borhasil guna, dip@rlukan 
susunan organisasi yang baik dan tata kerjd 
Pomerintah pesa yang jelas, 

bahwa ehubungan 
dipandang perlu 
Organisasi dan 
engan Peraturan 

dengan hal tersebut huruf a 
menetapkan Podoman susunan 

Tata Ker[a Pemerintah Desa 
Daerah. 

1 Undang-undang Nomor 13 Tahu 195 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten palam 
Lingungan Propins} Jawa Tengah; 

2. Unang-undang omor 22 Tahun 
pemerintahan Daerah ( Lembaran 
1999 Nomor 60, Tambahan Lem.bar an 
3839 ); 

1999 tentang 
Megara Tabun 
Negara oor 

3 Peraturan Menteri Dalam legeri Momot 4 tabun 
1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan 
Menteri Dalam liegeri, Keputusan Mentor1 Dala 
Neg@ri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Mengenai Pelaksanaan Undang -undang Nomor 5 
tahun 1979 tentang Pemerintahan Des ; 

4 eputusan Menteri Dalam Megeri oor 63 ahun 
1999 tantang Petunjuk Pelaksaoaan dan 
Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaran 
Pemerintahan Desa dan elurahan 
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Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 64 Tahun 
1999 tantang Pedoman Lmum Pengaturan Mengenaj 
Deea. 

Dengan Persetuuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPAR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PEDOMAN 
SUBUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Daam Peraturan Daarah ini Yang dimaksud dengan 

a Daerah adalah Kabupaten Jepara ; 
b Pemerntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ; 
¢ Bupati adalah Bupati Jepara ; 
d Camat adala.h Camat yang wilayah kerjanra meliput Desa yang 

bersang8utan ; 
e Desa adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan aangurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada Di Daerah ; 

f Femorintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan Yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ; 

g Badan Perwakilan Dasa yang selanjutnya disobut BPp adalah 
Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka mnasyarakatdi 
Dos~ yang berfungs mengayomi adat istiadat, mambuat peraturan 
Desa, menampug dan msnyalurkan aspirasi masyarakat serta 
meakukan pengawa8an terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Des# ; 

h Feraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh 
Petinggi setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa, 
Dusun adalah bagian wilayah dalam de8a yang merupakan ling- 
kungan kerja elaksana Pemerintah Desa 

BAB II 

KEDUDUKAN, TDGAS DAN FUNG3I 

Kedudukan 

Pasal 2 

Pemerintah Desa berkadudukan sebagai unsur 
Pemerintahan Des& 

Bagian Kedua ., 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Fungi 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Des mnpunyad tugas menyelenggarakan 
Peerintahan, Pembangunan an Pelayanan Kemasyarakatan. 

(1), ayat 

penyelenggaraan 

des ; 

dimaksud 

' Pembinaan perekonomian mayarakat desa ; 
Pemeliharaan lingungan hidup, ketantraman, 
des8 ; 

g Porlindungan kelostarian adat istiadat 
h. Pelayanan mum pada masyarakat 

otatausahaan 

c 
d 
• t 

Untuk melaksanakan tugas sebagainana 
Pemerintah Desa mempunyai Fung8i t 

a. Penyusunan renCana dan program kegatan 
Pemerintahan Desa ; 
Pembinaan uun ma8yarakat ; 
Pembnaan ketenteraman dan etertiban 

BAB III 

ORGAN1SAST 

Bagan Partama 

Susuna Organ1sa8l 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasj Pomarintah Dess tardiri dari 
a Kepala Desa ; 
b Perangkat Dest 

(2) Bagan saunan organisasi sobagaimana diaksud ayat (1) 
tercantum dalat Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

Pasal 5 

Susuran Organisasi Pemerintah 
dalam Pasal 4 itetapkan den9an 

Desa sebagaimana 
Peraturan Dasa 

dimaksud 

Bagian kKedua 

Petinggi 

Pasal 6 

(1) Petingl memimpin Desa berdasarkan kebijakan 
ditetapkan borsaa PD 

yang 

(2) Petin9gi . 
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+ o a.punyai tuge dan cwajiban 
a met0pin penelenqaaman omat re noes 
b membina kehidupan masarakat Dosa 
c. membina perehoomi.an pees ± 

d semolihara ketenteraman dan katertiban masyarakat 
Des&, 

e mendamaikan perselisihan masyarakat di des ; 
f mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan 

dapat menunjuk kuasa hukumnya ; 
g mengaukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD 

menetapkan sebagal Peraturan Desa; 
h. mengayomi adat istiadat yang hidup dan berkembans di 

desa yang bersangkutan sepan)an menunjang 
kelangsungan pembangunan; 
Menjaga dan momelihara kelestarian lingkungan hidup 

Bagian Katiga 

Perangkat pesa 

Pasal 7 

Perangkat Dess bertugas membantu Petinggl dalam 
elaksanakan tuas dan kewajiban sebagaimana dimaksud 
paa Pasal 6 

(2) Untuk molaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (), 
Perangkat Desa mempunyai fungsi ; 
a Perencana, pelakaana dan penyusun Iaporan egiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Deg.a 
b. Pelayanan masyarakat. 
c Peindung dan Pengayom masyarakat 

Pasal 8 

Porangkat Desa terdiri dari 
a. nsur Staf, yaitu unsur pelayanan 
b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan 
c Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu petinggi di wilayah 

bagian Desa (dusun). 
Pasal 9 

[Insur stat gebagaimana 
dipimpin oleh s@orang 
member kan pelayanan 
kerumahtang9aan, euangan 

imaksud Pasal 8 huruf a 
Carik yang mepunyai tugas 

teknis administratif, 
dan perlengkapan Dea 

(2) Carik dalam menjalankan tugasnya bertanggung 
kepada Petinggi, 

(3) Carik dAlam menjalankan tugasnya dibantu oloh 
a Kepala Urusan Keuangan ; 
b Kepala rusan Umum/Tata Usaha. 

a0ab 

[4) Kepala Urusan Keuangan dan Tata Usaha Dalam man)alankan 
tugasnya bertangguns jawab kepada Carik 
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Pasal 10 

Kepala Urutan Keuan9ah ma0punrai tugas 
d. melakukan administrasi keuan9an 
b melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Carik 

Pasal 11 

Tata Usaha mempunyai tugs : 
a. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa ; 
b melakukan urusan rumah tang9a 
c. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dan pacar ; 

«elakukan urusan tata ugaha De#a ; 
e mengumpulkan bahan dan menyusun 1aporan Pemerintah De8a, 
f melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik. 

Pasal 12 

(1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b 
terdiri dari 
a Kebayan, 
b. Ladu; 
c Modin, 
d. Potangan 

(2 Unsur 
jawab 

Pelaksana dalam menjalankan 
kepada Potinggi 

Pasal 13 

bertan9sung 

ibidang 

dibidans 

perundang- 

data 

masyarakat 
peraturan 

epada 

dan mengevauasi 

c 
d 

Pemerintahan, keagrariasn 
undangan yang berlaku ; 
membatu penyelanggaraan Pemilihan Umum (PEMIL), 
membantu tugas-tugas dibidang pomungutan Pajak Bumi 
bangunan (PBB] 

e, melaksanaka tugas-tugas lain yang iberikan Petinggi 

Kobayan tempunyai tugas 
a mengumpulkan, men9gola.h 

pemerintahan ; 
melakuan pelayanan 

Pasal 14 

Ladu mempuyai tugas ; 
a melakukan pelayanan pada masyarakat dibidang 

perakonomian, pembangunan dan kesejahteraan masfarakat ; 
b. melakukan kogatan dalam rangka meningkatkan wadaya dan 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomi an 
dan pelakaanaan pembangunan ; 

c, melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan ; 
d melakukan kegiatan pembinaan perkoperasian, pengusaha 

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dala 
rangka meningkatkan kahidupan perekonomian masyarakat ; 

d molaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Petinggi. 

Pasal 15 
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Pasal 1s 

Modin mempunyai tugas 
a. melakukan pelayanan dan pembinaan dalam bidang keagamaan, 

kemasyarakatan, kesehatan, Keluarga Beroncana dan 
Pendidikan Masyarakat ; 

b mambantu kegiatan pangumpulan zakat, infaq, soda@oh dan 
kegiatan sosal lalnnya ; 
membant peaksanaan pembinaan kegiatan Organisasi 
kemasyarakatan 

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Petinggi 

Pasal 16 

Petangan mempunyai tugas 
a. melakukan pelayanan dan pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat ; 
b. membantu penyelenggaraan kegiatan dan administras 

Pertahanan Sipil ; 
c ebantu dan mengusahakan egiatan yang berkaitan dengan 

penbinaan kerukunan warga 
d membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran 

bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan 
pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainna 

e melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Petinggi 

Pasal 17 

Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 8 
adalah Kamituwo. 

Pasal 18 

Kamituwo mempunyai tugas mebantu melaksanakan 
operasional Potinggi dalam swilayah kerjama dan 
awab kepadda Petinggi 

huruf 

tugas-tugas 
bertanggung 

Pasal 19 

(1) Jumlah nsur Staf, Unsur Pelakxana dan Unsur 
sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat disesuaikan 
kebutuhan dan kemampuan Des.a 

2) Apabila kemampuan Dosa memunginkan Kepala Urusan 
kKeuangan, Kepala Urusan Umua/Tata Usaha, Unsur Pelaksana 
dan Unsur Wilayah, sebagaimana dimaksud Pasa 8 dapat 
dibantu oloh seoran pembantu 

BAB IV 
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BAB IV 

TATA KER.JA 

Pasal 20 

(I) Dalam melaksanakan tugas dan kewafibannya Peating9i 
bertanggung jawab kepada rakyat melalui Pp dan 
menyapakKan laporan pelaksanaan tugasaya kepada Bupati 
dengan tombusan Camat 

Pertan9gungawaban dan laporan pelaksanaan tu9as 
Petinggi sebagaaimana dimaksud ayat (I) disampaikan 
sokurang-kurangmra sokali alam setahun pada setiap 
akhir tahun anggaran 

BAB V 

ETENTUAN PERAL THAN 

Pasal 21 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini 
8span)ang mengsnai palaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
oleh Bupati. 

Pasal 22 

(1) salambat-lambatnya dalan jangka waktu 1 (satu) tahun 
setelah berlakunya Peraturan Daerah ni, Petini harus 
sudah monetapkan susunan organisasi Pemerintah Desa yang 
disesuaikan dengan Paraturan Daerah ini. 

(2) Jabatan Kpala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun 
yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini 
dianggap sebaga Jabatan Peting, Carik dan amituwo 
berdasarkan Peraturan Daerah ini 

(3) Jabatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan 
Pembantu Kepala Dusun ang ada pada saat berlakunya 
Peraturan Daarah ini ditata kembald sesuai Susunan 
organisasi Pemerintah besa menurut Peraturan Daerah ini. 

BAB VI 

KETENTUA PENUTUP 

Pasal 23 

Dengah berlakunya Peraturan Daerah ini makd Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah fingkat II Jepara Nomor 12 tahun 1982 
tentang Susunan 0rgamisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
dan Perangkat Desa, serta ketentuan Iain yang bertentangan 
dan tAdak sesuai dengan Peraturan Dasrah ini dinyatakan 
tidak berlaku lagi 

Pasal 24 
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Pasal 24 

Poraturan Derah ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan. 

Agar supara setiap orang apat mengetahuinya, memerintahkar 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lem.baran Daerah kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tan@gal 12 September 2000 

Diundangkan di para 
Pada tan9gal 12 September 2000 

Pembina k. I 
NIP 010072015 

LEMBARAN DARAH ABUPATEN JEPARA TAHUN 20O NOMOR M SERI D NO. 9 
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PEN.JELA.SAN 

ATAS 

PERATURAN DAERA KABUPATEN JEPARA 
NOMOR T TAMUN 2000 

TENTANG 

PEDOMAM SUSUNAN RGANIS3ASI DAN TATA KBRJA PEMERINTAH DESA 

I PENJELASAN UMUM 

Sebagalmana diketahui bahwa sebagai tindak lanut 
pelaksat~an Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, khususnya 
mengenai Pemerintahan Desa, Menteri Dalam Negeri telah 
manetapkan beberapa peraturan, diantaranya: 

1 eraturan Menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 1999 
tentang Pencabutan beberapa Peraturan Manteri Dalat 
Negeri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri dalam 
Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor S 
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 

2keputusan Menteri Dalam Negeri iomor 63 Tahun 1999 
tentang Petunuk Pelaksanaan dan Penyesuaan 
Peristilahan Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa 
dan kelurahan ; 

3 Keputusan Menteri Dalam Megari Nomor 64 Tahun 1999 
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenaj Desa 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipendang 
perlu meninjau kesali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat Ir Jpara Nomor 12 tahun 1982 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat 
Dasa, untuk disesuaikan dan menetapkan Kombali Susunan 
Organisasi dan Tata kKerja Pemerintah Desa dengan 
Peraturan Daerah 

II PEN'LASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d 5 
Pasal 6 ayat (1) 
Pa#al 6 ayat (2) 

huruf a 

huruf e 

cukup jelas 
cukup las 
Untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya Petinggi wajib bersika 
dan bertindak adil, tidak 
dikriminatif serta tidak metpersulit 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa termasuk didalamnya pendataan 
penduduk untuk kepentingan nasional 
dan melaporkannya kepad Pemerintab 
melaud Bupati dengan tombusan Camat. 

Dalam mendamaikan perselisihan, 
petinggi dapat dibantu oloh Lembaga 
Kemasyarakatan Desa rang ada, dat 
segala perselisihan yang telah 
didamakan petinggi mengkat pihake- 
pihak yang borselisih 

Pasal 6 aat (3) s/d 24 
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UNSUR PEL 

Bayan 
Ladu 
Modin 
Petengan. 

LAMP IRAN Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Noor 7 Tahun 200 tentang Susunn 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa. 

BAGAN BUSUNAN ORGAN1SAS T 
PBMBRINTA DES. 

PETING 

CARIK 

KAUR. KU. 

UNSUR MIL 

Kamituwo I 
Kami tuwo IT 
dst. 

BUPATI JEPA 

Dr. 80EARTO 
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